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	PENDAHULUAN

	
	
Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Polri, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa sistem manajemen     operasional Kepolisian diselenggarakan melalui kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian. 
Kegiatan Kepolisian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Polri secara rutin setiap hari dan sepanjang tahun dalam rangka menjaga dan memelihara situasi kamtibmas. Apabila berdasarkan penilaian situasi, penanggulangan gangguan kamtibmas tidak efektif ditangani melalui kegiatan Kepolisian, maka operasional kepolisian perlu ditingkatkan dengan Operasi Kepolisian. 
Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. 
Agar dapat berjalan efektif dan efisien, Operasi Kepolisian diselenggarakan berdasarkan manajemen operasi kepolisian sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019, yang diawali dengan perencanaan, dimana salah satu kegiatannya adalah penyelenggaraan Pelatihan Pra operasi.

Pelatihan Pra Operasi yang selanjutnya disingkat Latpraops adalah Pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi kepolisian. 
Pelatihan Pra Operasi bertujuan menyiapkan Peserta Operasi dengan mengajarkan, memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan baik secara perorangan maupun dalam ikatan Satuan Tuga`s agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas operasi.
Tujuannya agar peserta didik memahami tentang tehnik penyusunan perencanaan Pelatihan Pra operasi .
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	Standar Kompetensi

	
	
Memahami dan terampil dalam menyusun rencana Pelatihan Pra Operasi (Renlatpraops).
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	Kompetensi Dasar

	
	
1. Memahami dasar dan  pengertian-pengertian Pelatihan Pra Operasi
Indikator Hasil Belajar :
a. menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
b. menjelaskan jenis-jenis Pelatihan dilingkungan Polri
c. menjelaskan pengertian Pelatihan Pra Operasi 
2. Memahami dan terampil menyusun perencanaan Pelatihan Pra Operasi 
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan Rakor rencana pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
b. Menjelaskan rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan Pelatihan Pra Operasi;
c. Menjelaskan komponen Pelatihan;
d. Menjelaskan tujuan dan sasaran Pelatihan;
e. Menjelaskan rencana garis besar Pelatihan;
f. Menjelaskan direktif Pelatihan Pra Operasi;
g. Menjelaskan rencana Pelatihan Pra Operasi;
h. Menjelaskan penetapan pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi.
i. Mempraktekan penyusunan rencana Pelatihan Pra Operasi

3.   Memahami pengorganisasianPelPelatihan Pra Operasi 
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan penunjukan petugas penyelenggara Pelatihan Pra Operasi (Sprin);
b. Menjelaskan Struktur organisasi penyelenggaraan Pelatihan Pra Operasi
 
4.   Memahami Pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pelaksanaan upacara Pelatihan Pra Operasi
b. Menjelaskan pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi;
c. Menjelaskan pelaksanaan penutupan Pelatihan Pra Operasi 
5. Memahami dan terampil melaksanakan pengendalian Pelatihan Pra Operasi
       Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengawasan Pelatihan Pra Operasi;
b. Menjelaskan pengendalian Pelatihan Pra Operasi;
c. Menjelaskan evaluasi Pelatihan Pra Operasi
d. Mempraktikan penyusunan laporan pelaksanaan  Pelatihan Pra Operasi
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	Materi Pokok

	
	
Pokok Bahasan dan Sub pokok bahasan
1. Pokok Bahasan 1
Dasar dan pengertian Pelatihan Pra Operasi
Sub Pokok Bahasan
a. dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
b. jenis-jenis Pelatihan dilingkungan Polri
c. pengertian Pelatihan Pra Operasi
2.  Pokok Bahasan 2
         Perencanaan Pelatihan Pra Operasi:
 Sub Pokok Bahasan
a. Rakor rencana pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi;
b. rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan Pelatihan Pra Operasi;
c. komponen Pelatihan;
d. tujuan dan sasaran Pelatihan;
e. rencana garis besar Pelatihan;
f. direktif Pelatihan Pra Operasi;
g. rencana Pelatihan   Pra Operasi;
h. penetapan pelaksanaan Pelatihan  Pra Operasi.
i. penyusunan rencana  Pelatihan Pra Operasi
3.     Pokok bahasan 3
        Pengorganisasian Pelatihan Pra Operasi  :
       Sub pokok bahasan 
a. penunjukan petugas penyelenggara Pelatihan Pra Operasi (Sprin);
b. Struktur organisasi penyelenggaraan Pelatihan Pra Operasi


4.   Pokok bahasan 4
      Pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
      Sub pokok bahasan 
a. pelaksanaan upacara Pelatihan Pra Operasi;
b. pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi;
c. pelaksanaan penutupan Pelatihan Pra Operasi
5.  Pokok bahasan 5
      Pengendalian Pelatihan Pra Operasi
     Sub pokok bahasan 
a. pengawawan Pelatihan Pra Operasi;
b. pengendalian Pelatihan Pra Operasi;
c. evaluasi Pelatihan Pra Operasi 
d. laporan pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi:
1. Metode ceramah. 
	Metode ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian yang berkaitan dengan penjelasan Dasar dan pengertian Pelatihan Pra Operasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Pelatihan Pra Operasi.
2. Metode brain storming.
	Metode ini digunakan untuk menggali pendapat peserta didik tentang Dasar dan pengertian Pelatihan Pra Operasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Pelatihan Pra Operasi.
3. Metode tanya jawab.
	Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.
4. Metode penugasanl.
	Metode ini digunakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik tentang cara penyusunan rencana Pelatihan Pra Operasi
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	Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Media, Alat dan Bahan
a. Whiteboard.
b. Papan Flipchart.
c. Kertas flipchart.
d. Komputer/laptop.
e. LCD dan screen.
f. Alat tulis.
2.  Sumber Belajar
a. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelatihan di lingkungan Polri;
b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2019 tentang sistem manajemen dan standar keberhasilan operasional Polri;
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	
1. Tahap awal: 10 menit
Pendidik melaksanakan apersepsi :
a. Pendidik melaksanakan perkenalan.
b. Pendidik mengeksplor pemahaman peserta yang berkaitan dengan materi.
c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 700 menit
a. Tahap inti 1: Penyampaian materi (565 menit)

1) Pendidik menjelaskan materi tentang tehnik penyusunan perencanaan Pelatihan pra operasi (Latpra ops)
2) Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya.
3) Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat perencanaan Pelatihan pra operasi (Latpra ops)
4) Pendidik menfasilitasi jalannya praktek penyusunan perencanaan Pelatihan pra operasi (Latpra ops)
5) Pendidik membuka forum tanya jawab.
b. Tahap inti 2 : Penugasan penyusunan perencanaan Pelatihan Pra Operasi (135 menit)
3. Tahap akhir: 10 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.
b. Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan penguasaan materi.
c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.
d. Pendidik menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.
4.   Tahap pencapaian kompetensi 90 menit.



	
	Tagihan/Tugas

	
	
1. Peserta didik diminta mengumpulkan membuat produk administrasi Pelatihan pra ops yag meliputi Direktif Pelatihan, RGB Pelatihan dan Renlat




	
	Lembar Kegiatan

	
	
1. Lembar administrasi penyususnan perencanaan Pelatihan pra ops
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	Bahan Bacaan

	
	
TEKNIK PENYUSUNAN PERENCANAAN PELATIHAN PRA OPERASI (LAT PRA OPS) 

A. Dasar dan pengertian Lat Pra ops
1. Dasar hukum
a. Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelatihan Polri.
b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2019 tentang sistem, manajemen dan standar keberhasilan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2. Jenis – jenis Pelatihan di lingkungan Polri
a. Jenis-jenis Pelatihan diantaranya sebagaiberikut :
1) Pelatihan rutin;
a) Pelatihan rutin adalah Pelatihan yang diselenggarakan sepanjang tahun dalam rangka mencapai target kompetensi yang diharapkan.
b) Pelatihan rutin   terdiri dari: 
(1) Pelatihan perorangan; 
(a) Pelatihan perorangan   bertujuan untuk membentuk, memelihara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan.
(b) Pelatihan perorangan   terdiri dari: 
· dasar; 
Pelatihan perorangan dasar   bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.
· lanjutan.
[bookmark: _GoBack]Pelatihan perorangan lanjutan   merupakan Pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar perorangan yang telah dimiliki sesuai dengan fungsi yang diembannya.
(2) Pelatihan kesatuan; 
(a) Pelatihan kesatuan   bertujuan untuk membentuk, memelihara dan meningkatkan kemampuan antar fungsi di tingkat kesatuan pusat maupun wilayah, sesuai dengan bidang tugasnya

(b) Pelatihan kesatuan  terdiri dari: 
· dasar; 
Pelatihan kesatuan dasar   bertujuan untuk membentuk, memelihara kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kesatuan Polri.
· lanjutan.
Pelatihan kesatuan lanjutan   merupakan Pelatihan untuk memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan kesatuan yang telah dimiliki.
(3) Pelatihan fungsi.
(a) Pelatihan fungsi adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya.
(b) Pelatihan fungsi merupakan Pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing fungsi pada tingkat pusat maupun wilayah sesuai kebutuhan. 
(c) Pelatihan fungsi  terdiri dari: 
· operasional Kepolisian; 
Pelatihan fungsi operasional Kepolisian   merupakan Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan operasional Kepolisian, yaitu fungsi: intelijen dan keamanan (intelkam); reserse kriminal;  samapta;  lalu lintas; bimbingan masyarakat (bimmas);  narkoba.
· pembinaan Kepolisian; 

Pelatihan fungsi pembinaan Kepolisian   merupakan Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bidang pembinaan kepolisian, antara lain: personel;  logistik; keuangan;  hukum;  humas.
· pendukung.
Pelatihan fungsi pendukung   merupakan Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pendukung lain di luar fungsi operasional dan pembinaan, antara lain: identifikasi; laboratorium forensik; kedokteran dan kesehatan;  psikologi.
2) Pelatihan khusus.
a) Pelatihan khusus adalah Pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan kemampuan khusus kepada perorangan, fungsi dan kesatuan guna mengantisipasi situasi dan sasaran yang spesifik.
b) Pelatihan khusus   terdiri dari: 
(1) Pelatihan pra operasi; 
Pelatihan pra operasi   diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.
(2) Pelatihan pra tugas; 
Pelatihan pra tugas  diselenggarakan untuk mendapatkan kemampuan tertentu bagi personel yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tertentu selain operasi kepolisian, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3) Pelatihan kontinjensi; 
Pelatihan kontinjensi  diselenggarakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kewilayahan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi kejadian yang secara mendadak dikarenakan adanya gangguan baik karena faktor alam maupun manusia yang kejadiannya sulit atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
(4) Pelatihan bersama.
(a) Pelatihan bersama   bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama dan prosedur dalam melaksanakan tugas bersama dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. 
(b) Pelatihan bersama   dilaksanakan oleh kesatuan Polri dengan instansi terkait secara terpadu, baik di tingkat pusat maupun tingkat kewilayahan. 
(c) Pelatihan bersama dengan pihak luar negeri   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(d) Pelatihan bersama   diselenggarakan atas dasar saling menguntungkan dan didukung oleh nota kesepahaman kerja sama (Memorandum of Understanding).

3.    Pengertian Pelatihan Pra Operasi

Pengertian Pelatihan sesuai Peraturan Kapolri Nomor  19  Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri adalah suatu upaya atau proses, cara, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan, dan keterampilan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
Sedangkan pengertian Pelatihan Pra Operasi atau Latpraops sesuai Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian  Bab I Pasal 1 angka 16 adalah Pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan sebelum pelaksanaan operasi kepolisian.
Pelatihan Pra Operasi diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi dengan maksud untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama.
Dengan demikian Latpraops merupakan salah satu jenis Pelatihan Polri yang secara khusus berfungsi menyiapkan Peserta Operasi dengan mengajarkan, memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan baik secara perorangan maupun dalam ikatan Satuan Tugas agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas operasi.
Adapun sasaran Latpraops adalah meningkatkan:
a. kemampuan dan keterampilan perorangan baik kemampuan dasar maupun kemampuan lanjutan yang wajib dimiliki oleh setiap personel yang terlibat dalam operasi kepolisian;
b. kesiapan  Satuan Tugas (Satgas)  yang dibentuk,  meliputi kesiapan kemampuan, mental, dan fisik sebelum melaksanakan tugas yang sebenarnya; dan

c.  kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan prosedur, taktik, dan teknik serta menganalisa sistem operasi. 
Latpraops merupakan bagian dari perencanaan operasi yang dilaksanakan setelah penyusunan Surat Perintah Pelaksanaan Operasi (Sprinlakops). 
Dengan demikian pejabat yang bertanggungjawab menyelenggarakan Latpraops adalah Karendalops. Hal ini ditegaskan dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2011, Bab VI Tugas dan Tanggung Jawab, Bagian Ketiga Karendalops, Pasal 54 huruf f yaitu “menyusun Renlat dan menyelenggarakan Latpraops”. 
Sedangkan pelaksanaan Latpraops merupakan tugas Kaops, sebagaimana ditegaskan dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2011, Bab VI Tugas dan Tanggung Jawab, Bagian Keempat Karendalops, Pasal 56  angka 1 huruf a bahwa Kaops pada operasi kepolisian terpusat dan kewilayahan bertugas melaksanakan Latpraops. 
Dengan demikian perbedaan tugas dan tanggung jawab Karendalops dan Kaops tersebut merupakan penegasan Fungsi Manajemen Latpraops. Tugas dan tanggung jawab Karendalops terletak pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian Latpraops. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Kaops terletak pada fungsi pelaksanaan. 
Dalam fungsi perencanaan Latpraops, Karendalops bertugas merencanakan Latpraops sesuai Direktif Pelatihan, menentukan tujuan, sasaran, materi dan anggaran Pelatihan, serta rincian kegiatan Pelatihan yang akan dilaksanakan. 
Sedangkan dalam fungsi pengorganisasian, Karendalops bertugas menyusun stuktur organisasi Latpraops dengan cara mengatur sumber daya organisasi serta memastikan kesiapan komponen Latpraops untuk mencapai tujuan Latpraops yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. 
Adapun yang dimaksud komponen Latpraops adalah peserta, pelatih, kurikulum, hanjar/latih, sarana prasarana dan anggaran.

B. Menyusun perencanaan Lat pra ops

1. Tahap perencanaan Pelatihan   dilaksanakan oleh kesatuan penyelenggara Pelatihan sesuai tingkatannya, yaitu pada tingkat: 
a. pusat; 
Perencanaan Pelatihan tingkat pusat   dilaksanakan oleh Mabes Polri. 
b. kewilayahan.
Perencanaan Pelatihan tingkat kewilayahan  dilaksanakan oleh:
1)   Polda; 
2)   Polres/Polrestabes/Metro 

 2.    Rapat koordinasi rencana pelaksanaan Lat Pra ops
        Dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua unsur fungsi yang terkait didalamnya,baik pada tingkat pusat (Mabes Polri) ataupun yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan.

3.    Rencana kebutuhan anggaran dan perlengkapan  
a. Anggaran Pelatihan Pra Operasi diperlukan untuk membiayai honorarium pelatih dan kepanitiaan, konsumsi Pelatihan, ATK/administrasi Pelatihan, pencetakan materi Pelatihan untuk peserta, akomodasi Pelatihan, transportasi, dukungan praktek lapangan dan penyusunan silabus dan bahan Pelatihan. 
b. Anggaran Pelatihan Pra Operasi merupakan bagian dari anggaran operasi kepolisian yang dapat bersumber dari  anggaran bersyarat Kapolri, anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda atau DIPA.
c. Sarana dan prasarana Pelatihan Pra Operasi   terdiri dari: 
1) lapangan; 
2) ruangan; 
3) alins/alongins.

4.   Komponen Pelatihan
Dalam setiap pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi harus berpedoman kepada komponen Pelatihan yang terdiri dari;
a. peserta; 
b. pelatih; 
c. kurikulum 
d. hanjar/latih;  
e. sarana prasarana; 
f. anggaran. 

   a.   Peserta Pelatihan
Secara umum pengertian peserta Pelatihan sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 19 Tahun 2010 adalah pegawai negeri pada Polri, instansi lain dan masyarakat umum pengemban tugas fungsi kepolisian yang memperoleh pengetahuan secara teknis dan taktis dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 
 
Pelatihan Pra Operasi sebagai jenis Pelatihan yang khusus, memiliki perbedaan dalam hal peserta Pelatihan. Peserta Pelatihan Pra Operasi mencakup personel yang dilibatkan dalam operasi kepolisian, yaitu anggota Polri yang ditugaskan untuk mengawaki satuan-satuan tugas dalam operasi kepolisian. 
Peserta Pelatihan Pra Operasi dapat mencakup seluruh atau sebagian dari personel operasi. Penentuan peserta Pelatihan Pra Operasi ditetapkan dengan surat perintah Karendalops berdasarkan kebijakan Penanggung Jawab Operasi sesuai Direktif dan Rencana Garis Besar Pelatihan Pra Operasi 

b.	Pelatih
Penentuan pelatih yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Pelatihan Pra Operasi harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan serta memahami peranan, hak, dan kewajibannya sebagai pelatih. 
Seorang pelatih harus memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan Pelatihan. Selain itu kompetensi yang dimiliki pelatih harus di atas standar kompetensi Pelatihan. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
Dalam Pelatihan Pra Operasi seorang Pelatih menjalankan beberapa peran sekaligus, yaitu:
1) sebagai fasilitator dalam  menyajikan  berbagai  materi Pelatihan;
2) sebagai    komunikator    untuk    mentransfer    ilmu pengetahuan kepada peserta Pelatihan;
3) inovator dalam pengembangan ilmu pengetahuan; dan
4) motivator     untuk    meningkatkan     motivasi     peserta Pelatihan.
Setiap Pelatih yang ditunjuk memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 57 dan 58 Perkap Nomor 19 Tahun 2010. 
Adapun hak pelatih adalah memperoleh honorarium, mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan jenjangnya; dan berhak menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pelatihan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 
Sedangkan kewajiban pelatih antara lain:
a) membuat silabus;  
       Silabus adalah penjabaran atau uraian materi pelajaran yang tercantum dalam Rangka Pelajaran Pokok (RPP) untuk mewujudkan kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan Pelatihan dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan RPP adalah kumpulan mata pelajaran/  Pelatihan yang dilatihkan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan.
b) menyiapkan materi Pelatihan dan kelengkapannya;
        Materi Pelatihan yang akan disajikan kepada para peserta Pelatihan disusun sesuai silabus agar dapat mencapai kompetensi yang dirumuskan dalam tujuan Pelatihan dan standar kompetensi lulusan. Penyajian materi Pelatihan memerlukan desain Pelatihan penyajian materi dapat dikuasai dengan baik oleh peserta Pelatihan. Desain Pelatihan mencakup teknis penyajian materi Pelatihan. Dengan demikian desain Pelatihan merupakan persiapan mengajar yang harus dibuat / disiapkan oleh pelatih atau tim pelatih setiap akan mengajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. 
c) menguasai bidang pengetahuan dan keterampilan yang diajarkannya;
d) melaksanakan proses pembelajaran;
e) mengadakan evaluasi/penilaian;

c.    Kurikulum Pelatihan
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pelatihan di lingkungan Polri. 
Kurikulum Pelatihan mencakup Rangka Pelajaran Pokok (RPP), silabus dan desain Pelatihan.    Dengan  demikian  kurikulum  memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  berfungsi sebagai rambu-rambu dan gambaran proses Pelatihan, sekaligus alat pengendali dan penilaian terhadap peserta Pelatihan.

d.    Bahan Ajar/Latih (Hanjar/Latih)
Bahan Ajar/latih adalah materi pengetahuan dan/atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu. 
Bahan Ajar/latih digolongkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:  naskah gadik/instruktur, naskah sekolah sementara dan naskah sekolah. Materi yang diajarkan dalam Hanjar/latih harus memadai dan memiliki relevansi dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

e.	 Sarana prasarana
Sarana dan prasarana Pelatihan pendukung penyelenggaraan Latpraops mencakup lapangan, ruangan, alat instruksi (alins) dan alat penolong instruksi (alongins). 
Alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperlancar peserta Pelatihan agar lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran, sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan. Contoh alins adalah alat peraga, slide paparan, film sesuai materi yang dibahas dsb. 
Sedangkan Alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins. Contoh alongins antara lain LCD proyektor, flip chart, papan tulis beserta alat tulisnya.

f.  	   Anggaran
Anggaran Pelatihan Pra Operasi diperlukan untuk membiayai honorarium pelatih dan kepanitiaan, konsumsi Pelatihan, ATK/administrasi Pelatihan, pencetakan materi Pelatihan untuk peserta, akomodasi Pelatihan, transportasi, dukungan praktek lapangan dan penyusunan silabus dan bahan Pelatihan. 
Anggaran Pelatihan Pra Operasi merupakan bagian dari anggaran operasi kepolisian yang dapat bersumber dari  anggaran bersyarat Kapolri, anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda atau DIPA.

5.   Tujuan dan sasaran Pelatihan
        
 a.  Adapun tujuan dai Pelatihan Pra Operasi    diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama. 
 b.   Adapun sasaran Pelatihan Pra Operasi adalah meningkatkan:
1) kemampuan dan keterampilan perorangan baik kemampuan dasar maupun kemampuan lanjutan yang wajib dimiliki oleh setiap personel yang terlibat dalam operasi kepolisian;
2) kesiapan  Satuan Tugas (Satgas)  yang dibentuk,  meliputi kesiapan kemampuan, mental, dan fisik sebelum melaksanakan tugas yang sebenarnya; dan
3) kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan prosedur, taktik, dan teknik serta menganalisa sistem operasi. 

6.     Rencana garis besar Pelatihan
a. Rencana Garis Besar  (RGB) adalah suatu produk perencanaan Pelatihan secara garis besar yang memuat tujuan, sasaran, materi dan anggaran Pelatihan.
b. Rencana Garis Besar  (RGB)  disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang seluruh proses kegiatan Pelatihan yang akan dilaksanakan.
c. Rencana Garis Besar  (RGB)  meliputi: 
1) latar belakang; 
2) tujuan; 
3) urgensi; 
4) sasaran yang ingin dicapai.

d.     Rencana Garis Besar  (RGB)   dilampiri: 
1) surat perintah penyelenggara/kepanitiaan; 
2) struktur organisasi Pelatihan; 
3) kebutuhan anggaran dan logistik; 
4) peta daerah Pelatihan; 
5) jaring komunikasi.

7.     Direktif Pelatihan
Direktif Pelatihan adalah kebijakan Pelatihan yang dikeluarkan oleh Kapolri dan Kapolda yang berisikan petunjuk umum tentang penyelenggaraan suatu Pelatihan
Direktif merupakan petunjuk/arahan Kapolri mengenai penyelenggaraan Pelatihan dalam rangka mendukung operasi kewilayahan kendali pusat.

8.   Rencana Pelatihan (renlat)
a. Rencana Pelatihan yang selanjutnya disebut Renlat adalah suatu produk tertulis yang memuat atau berisikan rincian kegiatan Pelatihan yang disusun oleh kesatuan tingkat pusat, kewilayahan dan fungsi.
b. Rencana Pelatihan (Renlat)   meliputi:
1) jenis; 
2) lama/jangka waktu; 
3) tempat; 
4) pelatih;
5) silabus;
6) materi; 
7) organisasi; 
8) peserta; i. anggaran; 
9) alins/alongins; 
10) sarana dan prasarana.

9.    Penetapan pelaksanaan Lat pra ops

Penetapan pelaksanaan Pelatihan  merupakan kewenangan pimpinan Polri masing-masing tingkat kesatuan.

10.      penyusunan rencana  lat praops

Contoh Sistematika Rencana Pelatihan Pra Operasi (Renlat)
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RENCANA PELATIHAN PRA OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT 
.............................................................



I.	PENDAHULUAN

1.	Umum
    (berisi situasi umum dan khusus dalam operasi kepolisian yang akan dilaksanakan)
2.	 Dasar
	(berisi dasar penyusunan Rencana Pelatihan Pra Operasi   
       Kepolisian
3.   Maksud dan Tujuan
      (berisi maksud dan tujuan Rencana Pelatihan Pra Operasi Kepolisian)
3. 
II.    PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN. PRA 
        OPERASI

1. Tema Pelatihan 
2. Tujuan Pelatihan 
3. Sasaran Pelatihan 
4. Macam, Metode, Tingkat dan Sifat Pelatihan 
5. Materi Pelatihan 
6. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pelatihan 
7. Peserta Pelatihan
8. Dukungan Pelatihan 
a. TI, Alut dan Alsus 
b. Dukungan Anggaran

 III.   INTRUKSI DAN KOORDINASI 

1. Instruksi
2. Koordinasi

IV.     PENUTUP

Jakarta,        Agustus 2020

DIREKTUR SABHARA POLDA JAWA BARAT
SELAKU
KARENDALOPS


Drs. ................................., SH
KOMBES POL NRP 68070559


LAMPIRAN

A. DIREKTIF
B. RGB
C. SPRIN PESERTA DAN ISTRUKTUR
D. JADWAL KEGIATAN PELATIHAN
E. BAGAN DENAH PELATIHAN
F. DIAGRAM RENCANA PELATIHAN
G. MEKANISME PELATIHAN
H. PETUNJUK KOMLEK
I. RENCANA PENGAMANAN
J. PETUNJUK DAN TATA TERTIB PELATIHAN


C. Pengorganisasian Lat Pra ops

1. Pengorganisasian Pelatihan Polri   disusun berdasarkan struktur organisasi Pelatihan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Pelatihan. 
2. Struktur organisasi Pelatihan   terdiri dari: 
a.   pelindung dan penasihat; 
b.   pengawas; 
c.   direktur Pelatihan; 
d.   wakil direktur Pelatihan; 
e.   sekretaris; 
f.    bendahara; 
g.   seksi-seksi.
 
3. Tupoksi 
Pejabat pada struktur organisasi Pelatihan   memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: 
a.   Pelindung dan Penasihat: 
1) memberikan arahan, saran dan masukan agar pelaksanaan Pelatihan dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna (efektif dan efisien) sesuai dengan tujuan Pelatihan; 
2)    mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Pelatihan; 

b.    Pengawas: 
1)   mengawasi semua unsur pelaksana apakah telah atau belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mempedomani renlat yang telah ditetapkan serta petunjuk dalam pedoman Pelatihan; 
2) melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pelatihan; 

c.   Direktur Pelatihan: 
1)  bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Pelatihan sesuai dengan renlat; 
2)   secara langsung memimpin seluruh proses pelaksanaan Pelatihan agar dapat berjalan dengan aman dan lancar; 
3)  bertanggung jawab kepada pimpinan yang ditunjuk (tingkat Pusat), kepada Kapolda (tingkat wilayah); 

d.   Wakil Direktur Pelatihan: 
1)   membantu ketua pelaksana Pelatihan dalam menjalankan tugasnya; 
2)   mewakili ketua pelaksana apabila berhalangan; 

e.   Sekretaris 
1) menyiapkan administrasi pelaksanaan Pelatihan; 
2) membuat laporan hasil pelaksanaan Pelatihan; 
3) melaksanakan tugas kesekretariatan secara lengkap; 

f.    Bendahara:
1) mengajukan rencana kebutuhan anggaran Pelatihan; 
2) membuat pertanggung jawaban keuangan yang digunakan selama pelaksanaan; 

g.  Seksi-seksi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Pelatihan. 
Pejabat pada struktur organisasi Pelatihan   dibentuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kesatuan penyelenggara Pelatihan.

D. Pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi

1. Tahapan pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi
Dalam pelaksanaan Pelatihan Pra Operasi  dilakukan melalui tahapan:  
a.   persiapan; 
b.   pelaksanaan; 
c.   pengakhiran.

2.   Tahap persiapan   terdiri dari kegiatan: 

a.   rapat awal; 
b.   rapat lanjutan; 
c.   penyelesaian administrasi Pelatihan.
1) Rapat awal  , dihadiri oleh penyelenggara dan pejabat terkait, sesuai dengan jenis Pelatihan. 
2) Rapat lanjutan   dihadiri oleh panitia pelaksana Pelatihan. 
3) Penyelesaian administrasi Pelatihan   meliputi: 
a)   pengajuan berkas; 
b)   pengesahan; 
c)   pemanggilan peserta.

3.  Tahap pelaksanaan   terdiri dari kegiatan: 
a.  upacara pembukaan, bila diperlukan; 
b.   pengarahan umum oleh Direktur Pelatihan; 
c. pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan jadwal yang ada  dalam      rencana Pelatihan dan desain Pelatihan; 
d. melakukan pengawasan dan pengendalian jalannya Pelatihan; 
e.  upacara penutupan, bila diperlukan.

4.  Tahap pengakhiran   terdiri dari: 
 a.   konsolidasi; 
 b.   anev pelaksanaan; 
 c.   pembuatan laporan.

1) Konsolidasi   merupakan kegiatan untuk memeriksa kelengkapan personel dan peralatan yang telah digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan. 

2) Anev pelaksanaan dilakukan dalam bentuk kaji ulang yang merupakan kegiatan untuk menilai dan mengoreksi pelaksanaan Pelatihan. 
3) Pembuatan laporan dilakukan dalam bentuk pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan. 
4) Laporan   dibuat oleh pelaksana kegiatan Pelatihan.

E.  Pengendalian Pelatihan  Pra Operasi
1.  Pengendalian Pelatihan Pra ops dilaksanakan mulai tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran pelaksanaan melalui: 
a. pengawasan; 
b. evaluasi. 
2. Pengendalian Pelatihan  dilaksanakan oleh pengawas sebagaimana struktur organisasi Pelatihan. 
3.    Pengawasan dilaksanakan dengan kegiatan: 
a. pengecekan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran Pelatihan berkaitan dengan komponen Pelatihan;  
b. mengarahkan bila terjadi penyimpangan dalam kegiatan Pelatihan, agar pelaksanaan Pelatihan tetap pada perencanaan yang telah ditentukan. 
4.    Evaluasi dilaksanakan dengan kegiatan: 
a. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pelatihan;
b. membuat laporan akhir pelaksanaan Pelatihan 







contoh format Laporan akhir pelaksanaan Lat Pra Ops
                       
                        MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
                         STAF OPERASI
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LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PELATIHAN PRA OPESASI
KEPOLISIAN TERPUSAT DENGAN SANDI “LILIN 2019
DAN ....................................................

I.    PENDAHUUAN
A. Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar
D. Ruang lingkup dan tata urut

II.    PELAKSANAAN

A. Waktu
B. Tempat
C. Tema
D. Tujuan Pelatihan
E. Materi
F. Nara Sumber/Instruktur
G. Metode
H. Peserta
I. Panitia
J. Kegiatan
K. Administrasi, sarpras dan anggaran
L. Hambatan dan kendala

III.   KESIMPULAN
IV.   PENUTUP

                                                  Jakarta,.....,.......................2019
                                              KEPALA BIRI OPERASI SOPS POLRI
                                                                    SELAKU
                                                             DIREKTUR PELATIHAN


                                                                       N A M A
                                                                 PANGKAT/NRP

Lampiran-Lampiran


a. FORMAT ADMINISTRASI OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT 
1) Contoh format Direktif Kapolri 
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SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI                                               DERAJAT      : KILAT 
                                                                          KLASIFIKASI : RAHASIA 
KEPADA : PARA KAPOLDA 
TEMBUSAN: 
1. IRWASUM POLRI 
2. PARA KABA POLRI 
3. ASOPS KAPOLRI 
4. …………………… 

NOMOR: STR...../ ....//KKA/20...                                TGL … -.....-20.......

AAA TTK REF TTK DUA 
                SATU TTK KEP KAPOLRI NOMOR : KEP/…/…./KKA/2018 
                                  TGL …….. 2018 TTG RENCANA KERJA POLRI TA 
                                   2018 TTK 
                 DUA TTK PERKIRAAN KEADAAN INTELIJEN KEAMANAN 
                                 TAHUN 2018 ………… TTK TIGA TTK 
                                  PERKEMBANGAN SITKAMTIBMAS  TTK 

BBB TTK BERKAITAN DGN REF TSB DI ATAS KMA DIPERINTAHKAN 
                KEPADA PARA KA UTK TTK DUA 
               
                SATU      TTK MELAKS OPS (BENTUK OPS) ...............TTK.                   
                DUA         TTK   MENGGUNAKAN SANDI…...........…..TTK 
                TIGA        TTK LAMA OPS (JUMLAH HARI) .................TTK 
                EMPAT    TTK DLM PELAKS OPS KEPOLISIAN INI 
                                 MENGGUNAKAN ANGGARAN BERSUMBER DR 
                                 ........................................................TTK 

CCC TTK STR BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK 

DDD TTK DUM  TTK HBS 
                         

                                                                            KAPOLRI


                                                                    ………………………. 

                                                                     JENDERAL POLISI
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	Rangkuman

	
	
Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Polri, dalam pasal 4 dinyatakan bahwa sistem manajemen     toperasional Kepolisian diselenggarakan melalui kegiatan Kepolisian dan operasi Kepolisian. 
Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. 
Pelatihan Pra Operasi diselenggarakan sebelum dilaksanakan operasi Kepolisian bagi kesatuan tugas operasi dengan maksud untuk meningkatkan dan mensinergikan kemampuan teknis dan taktis operasi, melatih prosedur, koordinasi, dan kerja sama. Dengan demikian Latpraops merupakan salah satu jenis Pelatihan Polri yang secara khusus berfungsi menyiapkan Peserta Operasi dengan mengajarkan, memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan baik secara perorangan maupun dalam ikatan Satuan Tugas agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas operasi.
Adapun manajemen dari kegiatan Pelatihan pra operasi meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Pelatihan pra operasi.
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	Pelatihan

	
	
1. Jelaskan pengertian yang berkaitan dengan Latpraops !
2. Jelaskan jenis-jenis Pelatihan 
3. Jelaskan komponen Pelatihan
4. Jelaskan manajemen Latpraops 
5. Jelaskan yang dimaksud dengan direktif Pelatihan
6. Jelaskan yang dimaksud dengan RGB
7. Jelskan yang dkmaksud dengan Renlat
8. Jelaskan struktur organisasi Pelatihan pra ops
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